
LEMBARAN DAERAH

KOTA BANDUNG

TAHUN : 2012 NOMOR : 11

PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG
NOMOR: 11 TAHUN 2012

TENTANG

PENYELENGGARAAN DAN RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANDUNG,

Menimbang : a. bahwa pengaturan Penyelenggaraan Rumah potong Hewan
dan Retribusi Rumah Potong Hewan telah diatur dalam
ketentuan Pasal 44, Pasal 45, Pasal 46, Pasal 47, Pasal 48,
Pasal 49, Pasal 50, Pasal 51, Pasal 52, Pasal 53, Pasal 54,
Pasal 130, Pasal 131, dan Pasal 132 Peraturan Daerah Kota
Bandung Nomor 26 Tahun 2001 tentang Pelayanan di Bidang
Pertanian;

b. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada
masyarakat, penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan
ternak, serta untuk menjamin penyediaan daging yang aman,
sehat, utuh, dan halal bagi masyarakat, perlu dilakukan
pengaturan kembali dengan Peraturan Daerah;

c. bahwa dengan telah terbitnya Undang-Undang Nomor 28
Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah,
serta tarif yang berlaku bagi beberapa jenis pelayanan pada
Rumah Potong Hewan di Kota Bandung sudah tidak sesuai
lagi dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat,
sehingga perlu dilakukan penyesuaian, dan untuk itu
berdasarkan ketentuan Pasal 127 huruf g dan Pasal 156 ayat
(1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah, Retribusi Rumah Potong
Hewan merupakan salah satu jenis Retribusi Jasa Usaha
yang dapat dipungut oleh Pemerintah Daerah, dan ditetapkan
dengan Peraturan Daerah;

d. bahwa ...
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d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan
Daerah tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Rumah
Potong Hewan;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur,
Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta,
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16
dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia dahulu) tentang
Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4437), sebagaimana telah beberapakali diubah
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4438);

5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan
dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5015);

6. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan
Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5043);

7. Undang-Undang ...
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7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5049);

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4593);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4737);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana
telah beberapakali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

14. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007
tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung
(Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2007 Nomor 8);

Dengan …
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Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANDUNG

dan
WALIKOTA BANDUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN DAN
RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Bandung.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Bandung.
3. Walikota adalah Walikota Bandung.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah Kota Bandung.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat

SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang
membidangi urusan Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota
Bandung.

6. Kepala SKPD adalah Kepala SKPD yang membidangi
Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Bandung.

7. Pejabat yang ditunjuk adalah pejabat yang diberi tugas
tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.

8. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang
merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun
tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas,
perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik
negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD)
dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi,
koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan,
organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi
lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk
kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

9. Retribusi ...
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9. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah
pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau
pemberian izin tertentu yang khusus disediakan  dan/atau
diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang
pribadi atau Badan.

10. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan
pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau
kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi
atau Badan.

11. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah
Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena
pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.

12. Retribusi Rumah Potong Hewan adalah pungutan retribusi
sebagai pembayaran atas pelayanan Rumah Potong Hewan.

13. Rumah Potong Hewan yang selanjutnya disingkat RPH adalah
suatu bangunan atau kompleks bangunan dengan desain dan
syarat tertentu yang digunakan sebagai tempat memotong
hewan bagi konsumsi masyarakat umum.

14. Pemeriksaan Ante Mortem adalah pemeriksaan kesehatan
hewan potong sebelum disembelih yang dilakukan oleh
petugas pemeriksa yang berwenang.

15. Pemeriksaan Post Mortem adalah pemeriksaan kesehatan
daging termasuk jeroan dan karkas setelah hewan disembelih
yang dilakukan oleh petugas pemeriksa yang berwenang.

16. Pemotongan hewan adalah kegiatan untuk menghasilkan
daging hewan yang terdiri dari: pemriksaan ante mortem,
penyembelihan, penyelesaian penyembelihan dan
pemeriksaan post mortem.

17. Penyembelihan hewan adalah kegiatan mematikan hewan
hingga tercapai kematian sempurna dengan cara
menyembelih yang mengacu kepada kaidah kesejahteraan
hewan dan syariah agama Islam.

18. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang
menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan
untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut
atau pemotong retribusi tertentu.

19. Masa ...


